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TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA
PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

ABSTRAK : -

bahwa untuk mendukung program kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) oleh Pemerintah
Indonesia, diperlukan penyederhanaan persyaratan administrasi dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak dan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak secara jabatan, serta meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, diperlukan
penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan
pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No0.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN No0.4999)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

CATATAN : -

Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan, wajib mendaftarkan diri paling lama pada
akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak pada suatu bulan yang disetahunkan sama dengan
atau telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Paj ak
sebagaimana, Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah
permohonan diterima secara lengkap. Berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif, Direktur Jenderal
Pajak secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi
persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan oleh Kepala KPP berdasarkan permohonan
pencabutan pengukuhan PKP atau secara jabatan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2017



